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No. a Tah"n 20.5 dan Pasa140 ayat(,), ayat(21, ayat(3), ayat(4) dan

ayat(51 Undang-Undang "amor, O Tahun 20.6 Tentang Perubahan
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Suprapto Kav. I J^'ta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberikua^,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga1 30 Juli 2016 dan Surat Kuasa

Substitusitangga1 30 September 20.6, terlampiryang ditandatanganioleh:

Nama : YA"ANTOl, YOTENl

A1amat : Maniwak RT/RW 0001000, Kelurahan Maniwak, Kecamatan

Wasior, Kabupaten TernkWandama, PropinsiPapua Baret.

Peke^aan : Anggota Dewan Peruakilan Rakyat Papua Baret(DPRPB);

Gadung ITC Cornpaka Mas Lt. 7 No. 120
Jl. Lengnd SUFIapto Kav. I Jekar, a Pusa!.!064C

Telp. 021-429 00 922, Fax. 021.429 00^2^'
Email: toyedgrindD@I:.=.^,

Bertindak untuk dan atas nama din sendiri dan beadasarkan Surat Kuasa

Khusus tertangga129 September 2016 bertindak untukdan atas nama :

I) FRIDATABITAKELASIR 2) MAURIDSSAIBA

3) DANIELRUMBRAWER 4) BARNABASMANDACAN

5) ABRAHAMGORANGAMAN 6) YONADAPTROGEA

7) DOM!NGGUSSANl 8) SAHAJIREFIDESO

9) ALBERTHKARETH 10) FREDRIK IBA

Kesemuanya adalah anggota Fraksi 010nomi Khusus DPR Papua Barat yang

dipilih dan ditetapkan meIaiuijalur pengangkatan dan tergabung dalam Fraksi

Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), untuk

seianjutnyadisebutsebagai"PE, "OHON"

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materit ternadap

Pasa1 39 hurul(a) UU No. 8 tahun 2015 dan Pasa140 ayat(,), ayat(2), ayat(3),

ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor to Tahun 2016 Tentang

Perubahan Keriua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 20.5 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor, Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik ladonesia Tahun

1945, selanjutnya disebut"UUD 1945. "

2



9 C TopADATiNDO Lawof7?'o8

I. PERSYARATA, ,FORMILPENGAJUAN PERMOHONAN

,, I. :;\:- 1-1-.-::11, ;'-A;';,'KEvy^"AnGA^I"MAIii<AIMA:ill KONSTiitusi;;' ':;':I, ".:'."'_.' 11:1:11, ,.
.. .. .... .... ..-. ..... .. , -. ...~.

I. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah Iembaga baru yang

beitungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi,

salanjutnya disebut, "K, sebagaimana tertuang dalam Pasa124 Ayat(,) dan

Ayat(2), sena Pasai 24C ayat(I) UUD 1945, yang dialurlebih Ianjut dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20-11

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

Mahkamah Konstitusi(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor70, Tambahan

Lembaran Negara Nomor5266), selanjutnya disebut"UU ,, K. '

2. Bahwa da!am Pasa124 ayat(,) dan ayat(2) UUD 1945 mengaturtentang:

(1) Kekuasaan kehakin, an menipakan kokuasaan yang meldeka untuk
menyelenggarakanperadilangunamenegakkanhukumdankeadilan,

(2) Kek"asaan kehakiman dilakukan o1eh sebt, ah Mah;cainah Agung dan
badan peradilan yang belada of bawahi, ya datam lingkungan peradilan
urnum, lingkungan Peradilan Againa, lingkungan PeradJan Minter;
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan o19h cobuah Mahkamah
Konstitusi,

3. Bahwa Pasa124CAyat(,) UUD 1945 mengaturtentang:

"Mahkamah Konstitusi belwenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhdr' yang putusannya bels"^t final untuk meng, !ji undang-undang
ternadap Undang-UndangDasar;.."

4. Bahwa seianjutnya, Pasal, Oayat(I) hunta UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhdr'yangputusannya belsifatiinaluntuk:

a. Meng!, 11 undang-undang ternadap Undang-Undang Dasar Negara
Republiklndonesia Tahun 7945 ....'

Pasa129 ayat(,) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor157,

.,,~
,

Gadung ITC 09mpaka Mas Lt, 7 No. 12C
Jl. LengndSuprapto Kav. IJak"ta P^e-;^O

Telp. 021-429 00 922, Fax^. C, 21-g-29 00-923'
Email=
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Ternhahan Lembaran Negara Nomor 5076), seianjutnya d, sebut ^. IU KIC

menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhiryangputusannya belsil^tnnaluntuk:

a, Meng, !ji undang-undang ternadap Undang-Undang Dasar Negara
Republiklndonesia Tahun 1945'

5. Bahwa serain itu daiam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis hierarki

kedudukan UUD 1945 Iebih tinggi dan Undang-Undang sehingga setiap

ketentuan Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan

apabila terdapat ketentuan dalam Undang-undang bertentangan dengan

UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk dinji meIaiui
mekanisme pengujian Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Daiam halini, PEMOHON memohon agarMK meIakukan pengujian terhadap

Pasa1 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang

Nomor to Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor I Tahn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti
Undang-undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-undang beitentangan dengan Undang-
Undang Dasar, 945.

7. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut of alas, inaka MK berwenang

untuk meIakukan pengujian konstitusionalitas Pasa1 40 Undang-undang
NomorlOTahun2016terhadapUUD 1945.

GadungITC Campaka 1183 Li, 7 110 120
Jl. LengndSubrspto K". I^.,. p^. 100co

Telp. 021,429 00922, ;:^. 02'*. 4.29 00 92^'
^,."**.^^@^

I'll;..^:;;;\:;-it^;!^nit^!!!<4:11:11^1<9, !;141^!^,!!!!. Sin!"@!,!;!^Ile'^,,<:1^oil;'. 1.1'-.':;^::;

8. Bahwa pengakuan dan kesempatan yang diberikan kepada setiap Warga
Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang
ternadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ,945
(UUD 1945) menipakan suatu pencembangan POSitif dalam sistem
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ketatanegaraan Indonesia yang merefleksikan ^, ya kernajuan bagi
penguatan prinsip-prinsip negara hukum (, echtstaat).

9, Bahwa Mahkamah KonstitusiberfLingsiantara lain sebagai "the guardian of
constitution" dan karena itu Pemohon juga meyakini bahwa Mahkamah-
Konstitusi adalah "penjaga hak-hak konsti!usional bagi setiap Warga Negara

Republik Indonesia termasuk didalamnya PEMOHON yang dalam
kedudukannya seiaku anggota DPR Papua Barat yang tergabung dalam
Froksi Otonomi Khusus mewakil Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
Barat yang dipilih o1eh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan
meIaiui mekanisme pengangkatan sebagai An990ta DPR Papua Baret
(DPRPB). Dengan kesadaran inilah kernudian Pemohon daiam
kedudukannya seiaku PERSEORANGAN Warga Negara Indonesia

meinutuskan untok mengajukan permohonan pengujian pasal dalam UU
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota yang hanentangan dengan
ketentuan UUD 1945 inaupun semangat dan jin UU 010nomi Khusus bagi
ProvinsiPapuadan Papua Barat

Gedung!TC Gempaka Nag U. 7 No. 12C
Ji. Let^rids^,^sI^^ I^t-. ^t-10^

Telp, 021429. co^9^^,;:^. 02/429 00 92Z
E, ,^, to^in^@^^,

,0. Bahwa kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus
dipenuhi o1eh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian
undang-undang ternadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur of
dalam Pasa15, ayat(,) UU MK.

Pare15, ayat(,) UU "K :

'Porno, ion ada, ajipiha, :' yang meng. "ggap Itak dentata, , kgwe"anga"
ko"stit, ,, tonal"yadimgi, ran clobber, ak""yaund. "g-""dang, y. it, ,:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesiayang diaturdalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau' privat; atau
d. Iembaga negara.

Penjelasan Pasa15, ayat(,) UU "K:

Yang dimaksud dengan haft', ro"griti, sio"a, adala, , ,Iak-hak yang dramr
daiamUUD, 945".

11. Beadasarkan ketentuan Pasa1 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua
syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon meiniliki
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kedudukan hukum (legal standing) daiam perkara pengujian undarig-undar^,
yaitu (i)ternenuhinya kualifikasi untuk behindak sebagai Pemohon, dan
(ii) adanya hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dart Pemohon yang
dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang,

12. Bahwa o1eh karena in, Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum
(Legal Standing) Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan dalam
perkara a quo, sebagaiberikut:

Pertaina, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon selaku
PERSEORANGAN Warga Negara Republik Indonesia adalah
An990ta DFR Papua Barat yang tergabung dalam Fraksi Otonomi
Khusus DPRPB yang terdiri dart 11 (sebelas) anggota Fretsi
010nomiKhusus DPRPBtermasuk Pemohon sendiri.

.,*\

Gadung ITC eel, IPaka Nag U. 7 110,120
JLL^". 9^*K. .I^aP^100^

Tel^0^^900922, F^^. 02,4290092^
Fro3, :*^^^I

Pemohon bersama seluruh An990ta Fraksi Otonomi Khusus
DPRPB dipilih o1eh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan
ditetapkan meIaiui mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur
Pasa1 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Rapublik
Indonesia Nomor35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan
Pornorintah Pengganti Undang. 1.1nd. rig Nomor I Tahun 2008
Tentsng Perubahan Atas Undang. Undang Nomor 2, Tahun
200, Tentang 0.0nomi Khusus Bagi Provinsi Papua ,, onjadi
Undang-I, ridang, Pe^turan Daerah Khusus (PERDASUS)
Provinsi Papua Barat Nomor, 6 Tahun 2013Tentang Keanggotaan
Dewan Pen"akilan Rakyat Papua Bara, Yang Diletapkan MeIalui
Mekanisme Pengangkatan; Surat Pengakatan o1eh Meriteri Dalam
NegeiiTentang Pengangkatan SebagaiAnggota DPRPB,

Bahwa Pemohon be^maseluruh an990ta FroksiOtonomiKhusus
DPR PB yang dipilih o1eh Masyarakat Adat Oreng Asli Papua dan
ditetapkan seto diangkat sebagai an990ta DPR Papua Barat yang
mayakili kelompok asli Papua yang hardomisili pada Wilayah
Masyarakat Hukum Adat DoBERAl dan BOMBERAl yang ada di
Papua Barat, selanjutriya ternagikerialam 3 (figa) CLUSTER yaitu:

I. CLUSTER I MANOKWARI RAYA menputi Kabupaten
Manokwari, Kabupaten Manokwari Seiatan dan Kabupaten
Pegunungan Ariak, dengan alokasikursisebanyak3 kursi.

A
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2. CLUSTER 2 unlayah Adat SoRONG RAYA menputi KOIa
Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten
Tambrauw, dengan alokasikursisebanyak 5 kursi.

3. CLUSTER 3Wilayah Adat KURIWAMESAmeliputi Kabupaten
FakFak, Kabupaten Kaimana, 1<abupaten TernkWondama dan
Kabupaten Teluk Bintuni). Adapun Pemohon TERPILIH dart

CLUSTER KURI WAMESA, dengan alokasi kursi sebanyak 3
kursi.

geei. Ing ITC Cempaka Mas Lf. 7 No. 120
ILL^^^^^, K^. I^^F1^O

T*. 021-42900922, Fa=02'14290092^'
Em",^^^@^"

Bahwa Pemohon bersama seiuruh An990ta DPR PB yang
rengabung dalam Fraksi Otonomi Khusus DPRPB terdirt dart ll

(sebelas) anggota Fraksi 010nomi Khusus DPRPB termasuk
Pemohon sendiri, dipilih dan keterwakilan dan wilayah Masyarakat
Adat khususnya pada Cluster 3 yang ada of Papua Barat
SEBELU, , ditetapkan dengan Surat Keputusan o1eh MentoriDalam
Negeri sebagai An990ta DPRPB Periode 20,420,9, terlebih

dahulu harus meIalui proses dan tahapan seieksiyang cukup ketat
inulai dan tingkat masyarakat adat, Iembaga adat Kabupaten untuk
mendapatkan Rekomendasi dan Masyarakat Adat meIaiui Kepala
Suku (Musyawarah Adatdikenaldengan 7ikarAdatdan Para-Para
Adat) yang menyatakan bahwa MARGA yang bersangkutan
meiniliki BASIS KULTUR asal CLUSTER MANOl(WARI RAYA,

SoRONG RAYA dan KURI WAMESA. Yang selengkapnya terah
dialur secara tegas dalam Peraturan Gubemur Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Pengusulan dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan
Dewan Peru, akilan Papua Barat Yang Ditetapkan MeIaiui
Mekanisme Pengangkatan sebagai hankut pada Pasa17 dan Pasal
8:

1.0alon Ancoota DPRPB yang diangkat diusulkan oreh

Masya, akat Adat Papua of Provinsi Papua Barat meIaiui

musyawarah adat penvilayah yang ditetapkan o1eh Panitia
Pelakasana Peratu, an Daerah 1<11usus Nomor 16 Tahun 2013

tentsngKeanggotaanDPRPBmelaluimekanismePengangkatan

beadasarkanpertimbangandanperset!4juanMRPBdanDPRPB.

7
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2. Calon An990ta DPRPB sebagaimana ofn, akst, d pada ayat (7)

hanis mendapatpertin, bangandanperset, !j"an dartMRPB,

3. Jum/ah kursi calon an990ta DPRPB yang diusu"can

sebagaimana dimaksudpada ayat(I) adalah 2 (dua) kanjumlah

an990ta yang ditetapkan beadasarfcanjumlah pemilih perwilayah

adat sebagain, aria tersebut datam lampiran yang tidak

ternisahkandengan Peraturan Gubemurini.

4. Calon An990ta DPRPB yang diusul!can o1eh masyarakat adat

yang telah dibeii pertinibngan dan persett4juan MRPB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaltar ke rim Seieksi

sesuaidenganjadVvalyang telah ditetapkan Tim Seleksidengan

meIengkapi persyaratan calon An990ta DPRPB meIaiui

mekanisme pengangkatan salar!jut, ya akan dilakukan tahapan
seleksi.

5. Pengangkatan cabn an990ta DPRPB dilakukan dengan Gala
saleksi.

6, Seieksisebagafrnana dimaksudpada ayat(I) dilaksanakan o1eh

Tim Seleksi dan dinantu o1eh Seto. etariat rim Seleksi beke@'a

seiama 14 (empatbela$) halt keda.
7. Seleksi sebagainiana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4

(empat) tahapan yaitu tahap tes kesehatan urnum, tes teltulis,

combuatanmakalahdanteswawancara.

8. rim seieksi sebagainiana dimaksud pada ayat (1) wajfo

menerima pendail^ran calon keanggotaan DPRPB mmlalui

mekanisme pengangkatan dart masyarakat adat seiar!jutr, ya

dilakukan soleksi sesuai dengan ladyalteilampir dan tidak

telpisahkandenganPeraturan Gubemur.

9. Hasi! seleksi calon keanggotaan DPRPB "relalui mekanisme

pengangkatan, sela, !jutr, ya disampaikan kepada Gubemuruntuk

ditetapkan.

GodunglTC Cornpaka Mas Lt, 7 No. 120
J, .L^j^9^^OK^I^ P"^at. 10640

Tel, .021.429co 922, F^. 02142900 92^
^. a, to^d. @I^n
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Seianjutnya In^re ^, 19esahan ^baga, ' an990ta DPR

Papua Baratselar!Iutriya didasarf:an pada Peraturan Perundang-

Undangan.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon : Mengenaiparameter kerugian
konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan

tentang ken, gian konstitusionalyang limbulkarena hanakunya
suatu undang-undang harus memenuhi 5 (Iima) syarat
sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 0061PUU-1/1/2005 dan
Perkara Nomor 0111PUU-V/2007, yaitu sebagaiberikut:

a. adanya hak dan/atau kewetiangan Konstitusional Pemohon yang

diberikan aleh UUD 1945.

b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstilusional Pemohon

tersebut dianggap o1eh- Pemohon telah dirugikan o1eh suatu

Undang-Undangyang dinji.

c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional

Pemohon yang dimaksud belsifat spesifik (khusus) dan aklual

atau setidaknya bersifat patensial yang menurut penalamn yang

wajardapatdipastikan akantenadi.

d. adanya hubungan sebab akibat(causal verbandlantara kerugian

dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

e. adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan

inaka kenigian darnatau kewenangan Konstitusional yang

didamikan tidak akan atau tidak lagite^adj.

13. Bahwa Pemohon meinpunyai hak konstitusional yang diberikan o1eh UUD

1945, sebagaiberikut:

a. Pemohon haserta an990ta Fraksi oronomi Khusus DPRPB yang dipilih

o1eh Masyarakat Adat Oreng Asli Papua yang diangkat o1eh Meriteri

Daiam Negeri sebagai an990ta DPR Papua Baret mewakili Masyarakat

Adat yang ada di wilayah- Papua Barat dan tergabung daiam Fraksi

OtonomiKhusus DRR Papua Baratsebagaimana diamanatkan o1eh Pasal

9
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GadunglTC Cornpaka Mas Lf, 7 No. 120
Ji. L, ^,, dele^ K. ,*I Jakarta Pusat. 10640

T^^. 02'142900922, Fax. 021,429 00 92^'
E^^" = tolladat;.rido@live, mm



. , TopADATiNDO Law o797'c:a
GadunglTC Gempaka Mas Lt. 7 No. 120

IL ^^rids", Flapi" Kav. I Jakarta Pusat. loam
Teq, .021-4,2900922, I:ax. 021,42900928'

Briar'litopadatindo@Due. ^.,

16 ayat co, (2) dan (3) PERDASUS Non^ 16 Tahun 2013 yang

menyatakan sebagaiberikut:

I. An990ta DPRPB yang diangkatdiwajibkan berhimpun daiam Fretsi.

2. Anggota DPRPB yang diangkat meinbentuk Fraksitersendiri.

3. . Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih secara

musyawarahdan mumkat.

b. Bahwa Perdasus Nomor 16 Tahun 20.3 terse. but menipakan..... ....

implementasi dan UU Nomor 2, Tahun 2001 tentang 010nomi Khusus

Provinsi Papua yang menjamin kekhususan dan keberagaman daerah

sebagaimana dituangkan dalam ketentuan :

Pasa1,8Aayat(,)UUD 1945.

(1) Hubungan wewenangantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah

provir, SI, kabupaten, dan kata atau antarap, ovinsidan kabupaten dan

kata, diatur dengan Undang-undang dengan meinpertiatikan

kekhususandankeragamandae, ah.

Pasa118B ayat(I) dan ayat(2) UUD 1945

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan

dae, ah yang belsii^t khusus atau belsii^t tstiniewa yang diatur

dengan Undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masya, akat

hukum adat serta hak-hak tradtsonalnya sepal!iang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prtnsj, Nega, a

Kesatuan Republ"I'mconesIa, yangdiaturdalamundang-undang:'

Seranjutnya dalam ketentaun pasa1 28C ayat (2) UUD ,945 yang

betounyi:

"Setiap orang beinak untuk memaiukan dirtnya dengan meinpoduangkan

haknya seca, a koiektff untuk meinbangun masyarakat, bangsa dan

negaranya. "

10
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c. Bahwa Pan^ inaripunyai hak untok diperlakukan sama dan atI^

secara hukum, sebagamana dimaksud dengan Pasa1 280 ayat(I) UUD

1945 "Setiap orang beinak atas pengakqan, jaminan, perlir, dungan, dan

kepastianhukumyangadilsertaperlakuanyangsamadihadapanhukum. "

d. Bahwa Pemohon juga meiniliki hak untok berserikat, berkumpul sena

mengeluarkan pendapatsecara bebas, sebagaimana dimaksud Pasa128E

ayat (3)UUD 1945, 'Sofap orang belhak etas kebebasan belserikat,

bentumpu4 danmengelua, ,I'an pendapat. "

9.6ahwa se!am hat-bat yang tel^h c!. i^ebutl^an djatas, Kedudukan

Hukum/Legal StandingPemohonjuga dikuatkan hardasarkan :

a. Ketentuan Pasa16 ayat(2) Undang-Undang Negara Repub!ik Indonesia
Nomor21 Tahun 2001.

b. Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 1161PUU-
V11/2009.

Q. Putusan Mahkamah Konstit. !!si Republik Indonesia Nomor 12/1PUU-
XII/2014.

d. Putusan Mahkamah Konstiti. Isi Republik Indonesia Nomor 341PUU-
XIV/2016.

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8,112UU-
Will20.0.

f. , Perdasus Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Keanggotaan Dewan

Peruakilan Rakyat Papua Baret Yang Ditetapkan MeIalui Mekanisme

Pengangka. !an,

g. KeputusanTata Tertib DPR PB.

h, ,KeputusanTerkait Keriudukan Keuangan.

f. Bahwa Pemohon baik sebagai Anggota DPR Papua Baret inaupun

sebagai Warga Negara Republik Indonesia meiniliki hak untok mendapat

kernudahan dan perlakuan khusus untok meinperoleh kesempatan dan

inarifaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,

sebagaimana dimaksud Pasa1 28H ayat (2) UUD 1945, "Sofap oreng
It

GadunglTC Gempaka Mas Lt. 7 No. 120
JL ^I^d9up, apto Kav. I Jakarta Pusaf-100co

Telp. 021429 00922, Fax, 021429 0092^'
Emuiisto^^r"^

*'*.
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men^at kernudahar, dan penaluan musus untok meinper^,

kesempatan dan mani^at yang sama guna meneapai persamaan dan
keadilan, "

g. Bahwa Pemohon hamak untuk mengusahakan kernajuan dinnya dan

meinre^uangkan haknya secara KOIektif untuk meinbangun masyarakat

(khususnya masyarakat adat Oreng Asli Papua yang ada di Papua Barat),

bangsa dan negara, sebagaimana dialur dalam Pasa1 281 ayat (4)UUD

1945, 'Setiqp oreng beinak Lintuk meme!Iukan dirtnya daiam

meinpeduangkan hamya secara koiektifuntuk meinbangun masyarakat

bangsa dan nQga!;^I!ya^

Bahwa beadasarkait uraian tersebut diatas inaka Pemohon selaku

PERSEORANGAN Warga Negara Indonesia dan saat ini sedang menjabat

sebagaiAnggota DPR Papua Baratmemiliki Kedudukan Hukurri/Legal Standing
untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasa1 39 huruf(a) UU No. 8 Tahun

2015 dan Pasa1 40 ayat(,),. ayat_(2),. ayat_(3),. ayat (4) dan ayat_.(5). Undang,

Undang Nomor to Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

unda. rig Nqmor I Tahun 2015 Tentaj!g Penetapa. n Peratura!I pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor, Tahun 20.4 Tentang Pemilihan Gubemur,

Bupa.It. .. dan. ,Wall!$9t. a_ me. .mad. j Undang-!!n^!ang. . (I. embaran Negare!. Repu!>Iik_
Indonesia Tahun 2016 Nomor ,30)ternadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik IndonesiaTahun 1945,

Gadung lTC Cornpaka Mas Lt. 7 110,120
JL Letjon4Suprapto Kav. I Jaka, ,a Pusat. 1064C

Telp. 021429 00 922, Fax. 021429 00-92^
Final, to^,

11. ALASA, , PER"OHO"AN

'-;:". C'::. Alll^$A, !,":i^I, ,QHO" rin^"GA, IUKA, , I;Eel, ,0,101, AN'. I^ENGUJIAi, ,:::':
1'11:'--.:";'B:A^IAI^it^:I^:TENTU'UNDAl, G, UNDAi, G-"o1,011^ $TAHtiN'20,511. ;:

:.-;-.:,:.;-:-; I, DAN UNDA, ,G, UNDANG No. ,OR 10 TAI. :UN ^o. 6 .

, ..,.. ..-

..

14, Bahwa Pusa139 hur"f(a) Undang-undang Nomor8Tahun 20.5Tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor , Tahun 20,5 Tentang

,2

.. *._.. ,- .~ .

. ---

. . .
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Pene^pan Peratj, ran Perr, erir, !ah Pengganti Undang. -I'mdang Nomor ,

Tahun 20.4 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikotei, ,anjadi
I!rid, allg-undar!g, menyatak^n ;
'Peserta Pemilihan adalah:

a. . pa^@09an Calon GIIbemur<!.an Calon Wak'il G!!beinur; pas^rigan Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupatj serta Pasangan Calon Walkota dan

Calon We1:11 Wa!in'Qta y^:rig diL!sunc^n o1eh p^:.Itej pont!k at^41 gabt!!19a!!
Partail'bit"t'; dan/atau

15, I^^hwa Undang-Undang Nomor, _Q. Tahun 20.6. .tentang Peru. bahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor I Tahun 20.5 Tentsng Penetapan Peraturan

Pem. erintah Pengganti Undang-qndan. g N. Qinor I Tabun 2014 Tent^^rig

Feinilihan Gubemur, BupatidanWalikota menjadi Undang-undang, disahkan

pada tanggal I Jul 2016 dan dieatat daiam Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 20.6 Nomor, 30.

,6. Bahwa Pasa1 40 Undang-Unda_rig 1/@/'10r ,O Tahun 2016 tentang
Perubahan Keriua Atas Undang-undang Nomor I Tahun 2015 Tentang
Penetapan. Peraturan Pe. ..menntah Penggantil, !. rid. ang-undang Nomqr ,.

Tahun 20.4 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi
Unda!19-u, ridang, menye!.takan;

(1) Paini Ponti, I' ata" 9th""gain Partsi Porn, r dapat menda, *anta"

pasa"ga, , caromji, I'a tera, ,,,, eme, ,,, hipe, syarata, , pero, e, ,an paling
sadi, Kit 2096 (due pun, iperson) darn, ,inlab k", siDewa, , Penva, Einin

Ra, 11, at Dae, jab ata, , 25% (due punjjjjma person) dan all'"in"fagi

perchha" SI, an sa, I da^in porn"han urn"in an990, . Dowa"

PonyQ, linen Reky!CCDcer^, t did, or^foyer, 91be, ^angk4, tan.

(2) DaiamhalPartaiPolitikataugabungan PartaiPolit", daiammengusu"tan

pasangan calon menggunakan ketentuan meinperoleh paling sadikit

20% (dua puluh persen) dartjumlah kursi Dewan Penvakilan Rakyat

Dae, ahsebagaimanadimaksudpada ayat(f), 11kahas"bagijumlahkursi

Gadung ITC Cempaka Mas Li, 7 No. 12C
,I. Lotiond Supra>to Ka, ,1/8kat. P^to^,

Telp. 021429 00922, Fax. 021<!_29 00 ^, 22
E",, :

~,
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Dewan Pen"at^n I^^t Daerah menghasilkan ang^ pe^In^a

perolehan darnumlahkursidihitungdenganpembulatan keatas.

(3) Daiam hal Partai Pontik atau gabungan Partai Pontiic mengus!!!keri

pasangan calon menggunakan ketentuan meinperoleh paling sedikit

25% (d!!a. . p!!{11/1 Jim^__. pel^911)* dad_ @81!!IQ!!!a. $1 penq!911a. !!. s. .!!.^!!a, .^_ab,

sebagaimana dimaksudpada ayat(I), ketentuan iru hanya bellakt, untuk

Part;ai PQlitik yang meinperQ!eh IC!!!si di L!ewe!n Pen"atIan Ra.Foret
Daerah.

(4) Part,a. i, PQ!I!'in'. ate!!. gab!!!!g^_!! Peltai_PQ!it11:1_set;agaim^!!a_dimak^:.!Idpa. da

ayat(I) hanya dapatmengus"Ikan I(Satu)pasangan calon.

(5) Pornit, ,"gen perse"Gase dart j"inIa, i k, ,, si sobagaima"a china, 15.1d

pada ayat(,) dan ayat(2), dikec"arka" bagi, r", sianggota Dewan

Peru, ^, men Re, yet Pap!,^ dan Dowa" Penvaki, an Rakyat Papu^

Bamtyang diangkat.

Penjelasan Pasa140 ayat(I) Undang-Undang Nomor, O Tahun 2016 dialas,

menyatakan :

Yang dimak$. ud dells!an IC, in, aji ,EU, SI adala, , peruLeha" "'", SI yang_.. -~...,,,----- -~-- - --. --..-- ---... ~.-.--.. -----.. ---.. -

of hit""gdarn"in, an, r", sipa, taiPo, iti, 79ab",, gain PartsiPo, iti, ,."

,7. Bahwa inaksud tersurat dan Pasa1 39 huruf (a) Undang-undang Nomor 8

Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor, Tahun 20.5

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantj Undang-Undang

Nomor , Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota

M. eniadi Unda. rig-undang adal^h pasangan Calon Glibemur dan Calqr! W^ki!

Gubemur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, corta Pasangan

Gedung ITC Campaka Mas Li. 7 No. 120
11. Let^r, d9up, apto Kan l ^"!^ P^^10640

Telp. 021429 00 922, ^;^. 02:-2.29 tic* 92^'
- -:

^

in

Calon Walikota dan Calon Wakin Walikota han a diusulkan o1eh Partai Pontik

atau abun an Partai Politik sedangkan Pasa140 ayat(,) Undang-Undang

Nomor10 Tahun 2016 dan penjelasannya diat^s at!a. Ich Part^! pontj!! a^. 41

--~---------- ---..-. - ~ --.- - --~---.,-

gab""ga, , PartsiPoliti, I da at mandala, ,ran

meme!!!!!!ipersyaratanr^, o1ehanpaling sedikit20% (duapuluh persen) dart

Iumlah kursi Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, dan I"inn, i, r", SI adalah
14

asa" an colon ita telah
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pero!ehan km. SI' y;ar, g of himrig dart !!^!!^^ it^ *,"^' Partai

Pointi, algab, ,"gan Partsi Pontik saia, I"inIa, , k, ,, SI dart an990ta Dewa, ,

Peruaki!an R^ky^t P^p!!a dan @ewa, , Peru^tile!! Relsy^t Papua Baret

yang diangkat tidak formasuk didalamnya dan ateiu dikecualikan;

sedang!$an_ penge!!ian_ dad, ayat_ (5)_ a.dalah. !:.!!!;5.1. a".SISrqta_ gel, !all_

Penvaki, an Ra, ryat Papua dan Dewa, , Penvakila, , Rakyat Papua Bant

yang q!!^1191cat tidak morniliki hak dan
menda, ^anta"

peru!e.ham paling sadikit 2096 (d"a p"lull perse") dart I"mra, , k", si

Dewa, ,Penva, I'manRa, ryatPap"ada, ,PapuaBarat.

18, Banwa Pemohon $91^^agai an99Qta PPR P^PIJa Barat dan terga. !>14ng daiam

Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perilvakilan Rakyat Papua Barat yang dipilih

me!all!. i in. !!. sya.wa. ran Ma. ^!arak^.t Ada.t Qra. rig As!i Papua. dan d. itetapka. ,!

meIalui mekanisme rengangkatan periode 20.4-20.9, terniri dan 11

(sebe!as) an990ta dengan Ketua Panohon sendirl, ^eeara I^9:1^tit^sioi!al

telah din, gikan pomenuhan Hak Konstiti. 18:0nalnya unt, ,k diperlakukan

^aea. Ia. ^a. ,, Ia. clan. ad:il dina. d^apa. n. I, ukum, sebagaimana dimaksud Pasa!

280 ayat(,) Pasa128H ayat(2) UUD 1945 , dongan alasan:

a. Bahwa baik Pasa1 39 hunt (a) dan Pasa1 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Keriua Atas Undang-undang Nomor I Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I

Tahun 2014 Tentsng Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi

QedunglTC Gempaka Mag Lt. 7 No. 120
Jl. Let^^ Sub". 98n K".! I^aria Pusat-10640

Tap 021429c0-922, F;=. 021.4290092^
^^,=;^^0@tNo. corn

again an calc" wa, a"pun tera, , meme""hipe, sya, atan

wowenan untok da at

Undang-undang, mengandung disk, fini"asidan .^!^

seeara adj, dan sama didarian hukum datam keclu(^ukannya antara

.,

an990ta Dewan Pen"akinan Rakyat Papua Barat yang berasal dan Partai

Pointik basil pemi!ihan urnum dengan an990ta Dewan Peruvaki!an R^kyat

Papua Barat yang dipilih o1eh Masyarakat Adat Orang Asli Papua dan

ditetaPk.^ri, me!atu. i Me!<antsme Rengangkatan d. a_!am ha. ! pel!9.11^!,.!an

pagangan calon (GubemurdanWakilGubemur);

45
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Gadung ITC Campaka Mae Li, 7 No. 120

,;. !^,^=,.:::*a^a Kgv. I Jakarta Pusat-10640
Ta!>.. 02'^. 2C, DC, 922, Fax. 021,429 00 92^'

E!r'sil= topsdafindo@live, corn

b. Bahni^ clefigan h^nya mene^mumkan Fr^a Parta^i Poli^k ataL,

gabungan Paini Pointik" pada Pasa1 39 huruf(a) dan Pasa140 ayat(1),

ayat(2), ayat(3) danayat(4)tanPa menoantum!<an frasa Fraksi Qto!, Qini

Khusus atau sebutan lain ternadap an990'1a DPR PapualPapua Bant

yang dipi!it, 1,191a!ui me!:.aruisme penga_,!gka. tall. bai terseb!!t je!a^

menipakan TINDAKAN DISKRIMINATIF dan menegasikan hak-hak dan

peran po!ink Pemohon yang keberadaannya mewakili masyarakat hukum

adatdan Orang Asli Papua yang of^min o1eh konstitusi negara.

c. Ballwa. demi!<ian. pula dengan mencantumkan firasa. diniee, ,aji!!:an bagi

k", SI an990ta Dewa, , Peruakila" Ra, yat Papua dan Dewa"

Peruvakila" Ra"yatPep, ,a Baratya"g of angintpadaPasa, 40ayat(51

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Anggota Dewan Peruakilan

Rakyat Papua Barat yang dipil;h me!alui Mekanisme Pengangkatan tidak

meminki hak untuk mengusulkan pasangan colon Gubemur dan Wakil

Gubemur daiam pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Papua Barat
Tahun 2017. Padahal dalam ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001

Tentang QtonomilQ'jusus Provinsi Papua sebagaimana telah diubah

dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tidak ada pembedaan mengenai hak

dan kewenangan An990ta DPR Papua!Papua Barat baik anggota
DPRP/PB yang dipilih meIalui Partai Pornk inaupun an990ta DPRP/PB

yang dipi!in o1eh Masya, !ak_at Hu. ku. in Adat Orang As!i Papua, me!atu. i

mekanisme pengangkatan.

19. Bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang tergabung

dalam Fraksi 010nomi Khusus DPR Papua Barat dipilih o1eh ^., asyarakat

Adat Orang Asli Papua dan ditetapkan meIalui mekani^me pengangkatan,

d^amin hardasarkan Pasal Pasa118AAyat(,), Pasa1,8B ayat(I) dan ayat

(2) Uuo Negara Repub!ik Indonesia 1945, Pasa1 6 ayat(2) Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana

diubat! den. gar! Un_clang-undang. Nomor 35 Ta_bun 2008 dan Pera.turan

Daerah Khusus Propinsi Papua Barat Nomor 16 Iahun 2013 Tentang

f,

~
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Ke^ri^an Dewan Perw^kil^n Daer^h ;'^pq;^ Barat Yang Ditetapkan

MeIalui Mekanisme Pengangkatan;

20. Bahwa Pasa1,88 ayat(,) UUD 1945, menyatakan, bahwa Nega!a mengakui

dan menghonnatisatuan-satuan pemerintahan daerah yang belsil^t thusus

atau bel^^at istimewa yang of atur dengan undang-undang". Sirat Khusus

Provinsi Papua dialur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi KhusLIS Bagi Provinsi Papua $ebagaimana telah diub^h

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan

PeraturaJ! Pemerintia. h Pengganti Und, ang-Unda, rig Nomor I Tabun 2,008

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2001 tentang

0:0nomiKhusus BagiProvinsi Papua Menjadi Undang-undang*

21. Bahwa Ketentuan Pasa139 hunt(a) dan Pasa140 ayat(I), ayat(2), ayat(3),
ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud

diatas, kernudian djabarkan aleh Komisi Pemilihan Urnum Republik

Indonesia dalam Peraturan Komisi Pemilihan Urnum (PKPU) Nomor 6 tahun

2016 yang manya. takari;

Pasa1 24 ayat (1) 1<19U Provinsi Papua atau Papua Bamt menetapkan

persya, atan pencalonan untukPartaiP@link eta, , Gob, ,"gen PartaiP@liti'k

dengan Keputusan 1<PU Provinsi Papua atau Papua Bamt sebelum

penguinumariperidalta^n Pasarigan Calon.

Ayat(2) Persyaratan sebagainana dimaksud pada ayat(I) adalah Paini

Porti, r ata" Gab, ,"ga, , Partsi Pontik yang meinperoleh paling

sadMt 75% (11ma belas persen) dart jumlah fursi DPRP hasit
Pemilu Tenthir:

Ayat ^ Daiam hat Partai Portik ato" Gab""gen Parts, Porti, I'

mengusulkanPasangan Cabn donganmenggunakan$ya, at paling

sadi!, it 15% (Jima belaspersen) dartakumulasiperolehan suara sah

$9bagaimana dimaksue!pada ^yat (^!, ketent!!adj inIhanye! tone!k4!

bagi PartaiPolitik yang meinperoleh ku, SI of DPRP pada Pemilu

Terakhfu';

TopADATi"Do Law 007'0e
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KetentLian Pasa1 39 huruf(a) dan P^sai 40 ay^t (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(4) dan ayat(5) UU No. to Tahun 2016 jo Pasa1 24 PKPU Nomor 6 tahun

2016 tersebut diatas, telah mengabaikan dan mengesampingkan hak

Konstitusi PEMOHON yang meminiki It kursi of DPR Papua Barat yang

dipilih o1eh Me. syaraka. t Adat Orang As!I Papua dan ditetapkan me!a!un

mekanisme rengangkatan sebagaimana yang diatur dalam Perdasus Nomor

16tahun 2013. Pembentuk undang*undangjuga telah mangabaikan hak-hak

orang Asli Papua yang dipilih dan juga tidak meinperlimbangkan landasan

yurtdis sebaga. jinana. dimaksu. d. daiarn Under19-undang Nomor 21 Tahun

2001 Tentang Otonomi Khusus, yang kernudian dikuatkan lagi dengan

Keputusan MK Nomor 776PUU-W, :2009, yang harpoten'^i mengakibatkan

Oreng Asli Papua (OAP) yang dipilih untok mewakili masyarakat adat of

Papua Barat meIaiui mekanisme pengangkatan tidak morniliki hak

konstitu, siCnal untok turut sena harpartisipasi secara aktif daiam pesta

demokrasi Pemilihan Gubemurdan Wakin Gubemur Papua Barat.

22. Bahwa Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentsng

010nomi Khusus diantaranya menyatakan :

^<eputt, sari coffini'penyatuan Papua menjadibagian dart Negara Kesatuan

Republik Indonesia pada hakikatr, ya mengand"rig oita-oita Iuhur: Namun

keriyataa!!!!yetbe!t!ageikebjaka!! del^ripenye!engga!a.allpeme!intaller! dell

pembangunanyangsent, allstikbelumsepenuhnyan^menuhirasakeadilan,

bell!in sepen4!hnya meinnngkdrikan ternapairiya keseiahteiaan fairyat belum

sepenuhnya mendukung tenvLjudnya penegakan hukum, dan belum

sepen!!hnya menarnpakkari penghon"atan ternadap Hat Asasi Matic!ata

illAM). of Provir, SI Papua, thususnya masyarakat Papua. Kondisite, sebut

mengakfoatkan tejadinya kesenjangan pada hampir' semua sektor

kehidupan, terntama daiam bidang pendidikan, kesehatan, ekonom^

kebudayaaridarisosia!pornk".

Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang 010nomi Khusus

bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah undang-undang yang otonomi

18
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khusus dan atau Iexspecia^s yar, g teiah mengaturtentang anggota DPR PB

yang diangkat yang menipakan kekhususan Provinsi Papua dan Papua

Barat(Pasa16 ayet(2), dan juga menu"j!,, I'kan ada"ye keb"'akan afi"natif

jammative action policyI yak"I pengistimewaa" untok sementara

watt!, yang bert, !j, !an memberika, ,

Pa I, a untokmemilikiwak, ,diDPRPme, al"i e, , an kata". Haltersebul

senada dengan pendaj, at hukum nilK d^lain Pumaan Nomor ,, 61PUU-

V1112009: halaman~62-63 angka 13.16.31 yam :

GodunglTC Conyaka MBR Lf. 7 No. 120
Jl. Leviend SUFIapto Kav, I Jakarta Pusat. 10640

Telp. 021-429 00 922, Fax. 021-429 00 922
Email= 10^adatindo@live. corn

"Ballwa pembeiiar, oronomi kilnsus bagi Provinsi P^pua pada dasamya

adalah pendelegasian kewenangan yang Iebffiluas bagiProvir, sidan Iaicyat

Papua untuk mengatur dan mengurus dirt sendirt dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut belarti pula

kewenangan untok memberd^yakan poten$i SOSial-budaya dan

perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang

memadai bagi masya, akat Papua untok ik!!t se!ta men!muskan keb^akan

daerah dan menentukan strategi pembangunan. Salah satu pelan serta

masyarakat asdr Papua da!am inert!muskari kebjakar! daerah dan

menentukan strategi pembangunan tentama datam bidang SOSial poitik

adalah menadi an990ta DPRP. Seh, ,hungan dengan haltersebut,

Penelasan Urnum UU 27^Oof serara tegas mendorong oral^ asliPapua

untok tenthat balk da!^n pemi!it^n inaupun tindakan bag!' kepent"., gan

ProvirisiPapua dengan hampan akan ten'adjperubahan kualitas orang asfi

Papua daiam menguasaidan mengelola sumber daya alam, SOSia4 pontik,

ekonomi, danbudaya. Penelasan Urntim UU2f^2007terseb"tdengan toyas

menur!Iukkari ac!allya ,reb!ich'an animatiif(anima, ive action corelcl yami

pengistin, ewaan untuk sementara wattu yang bertt4juan nremberikan

peluang kepada masya, akat asli Papua untuk memilliti warn of DPRP

mala, "IPO"gangkata"."

.,

e, "an fire ada mas arakat SI'

23. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1.61PUU-Vin209, pada

halaman 26 angka 21 juga menguraikan: ^ahwa LANDASA, , F1LOSOFIS

(1710sofische 910ndslag) dibentuknya UU Nomor 21^Oof tersebut
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173engandung perl^cart^., tat tie^n kondisii;aktua1 27 ProvinsiPapua

sebelum bellakunya UUNomor2f/2001 dan komitmen Peme, intoh Rl atas

sellimlah agenda perbaikan yang direneanakan akan of Iaksanekan dalem

era of onomi khusus ini. Pengakuan dan komitmen tersebuttennuat pada

konside!all$ bagian Menimbang hunt fell sanpai dengan hamf ^) UV

Nomor2f^2007, yangberbunyisebagaiberikut:

a, bahwa oita-oita dan t, !j!!an Negara Kesat!!an Rep4iblik Indonesia ada!ah

meinbangun masyarakat Indonesia yang adj4 inakinur; dan seiahtera

heldasa!kan Pancasi!adariUndarig-UnderIgoasarf945.

b. bahwa masyarakat Papua sebagaiirisan c^, toan Tuhan dan bagian dart

urnat inariusia yang beladab, menjunjung tinggiHak AsasiManusia, nilai-

nilai againa, demolrr'asj hukum, dan nilai-nilaibudaya yang hidup daiam

masyarakat hgiktim adat. serta meminki hat' wituk meniltinati hasil

pembangunansecaraw^jar

c. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

menurutUndang-UndangDasarf945mengakuidanmenghonnatisatuan-

satuan pemerintahan daeiah yang belsffat thusus atau belsffatistimewa

yangdiaturdalamundang-undang.

d. behwa tritegrasi bangsa dalem wadeh Negar^ Kesat!, an Rep!,@11k

Indonesia hams terap dinertahankan dengan menghargaikesetaraan dan

kerngama!! kehidt!pan SOSia! bud^ya masyara,kat Papua, meIaiui

penetapandaerah OtonomiKl, usus.

e. bahwa pendud, Ik as!i dipiovinsiPapua adalah salah saturnmp4!n dart

ms Melanesia yang 'men, pakan bagian dart suku-suk!, bangsa of

Indonesia, yang meminkikerag^nan keb, Idayaari, s^jarati, adatisttadat
dan bahasa sendi, i.

f. bahwapenyelenggaraanpemerintahandanpelaksanaanpembangunandi

Prov^, sipapua seiama inibelum sepenuhnya memenuhiiasa keadilan,

belum sepenuhnya meinung!"11kar, tersepainya kes^ichteraarira!cy'at

belum sepenuhnya mendukung tenvt4judnya penegakan h!Ikum, dan

belum sepenuhnya menampakkan penghomatan ternadap Hak Asasi

ManusiadiProvinsiPapua, thususnyaMasyarakatPapua.

.
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g. bahwa pen^, dan pemaanf^atan basil kekayaan alam Provinsi

Papua belum digunakan secara optimal untuk'menir, gkatkan taraf hidup

masyarakat aslj sehir7gga telah mengakibatkan ten'adir, ya kesenjangan

antaia ProvinsiPapua dan daerah lain, serfa men, pakanpengabaian hak-

hakdasarpendudukasliPapua.

h. bahwa dalamrangkamengurangikeser!langan anta, aProvinsiPapua dan

Provinsi!am, dan meningkatkan tarafhidup masyarakatdiprovinsiPapua,

se, ta memberikan kesempatan kepada penduduk asliPapua, d^7eilukan

adanya kebjjakan khusus daiam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

i. bahwa pembeilakuan kebjakan thusus dimaksud didasarkan pada nilai-

nilaidasaryang mencakupperldr, dungan dan pengha, gaan ternadap etika

dan moral hak-hak dasarpenduduk asff. HakAsasiManusia, supremasi

hukum, demokrasj pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan

kewajibansebagaiwargaNegara.

j. bahwa telah ^hit kesadaran bam of kalangan masyarakat Papua untuk

meinpeduangkan serara damaidan konstitusionalpengakuan. ternadap

hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang

bentaitan deng@n pelanggaran dan perilndung^n Hak As^SI Manusia

pendudukasliPapua.

k. bahwa perkembangan situasi dan kondisi daerah han Jaya, thususriya

menyangkut aspirasimasyarakatmenghenda, of perlgembalian nama man

Jaya inertiadi Papua sebagaimana teltuang daiam Keputusar! QPRp

Provinsil, ianJayaNomor7, DPRD^2000tanggalf6Ag"stus2000tentang

PengembalianNamaManJayaMedac"Papua.

I^ANDASA. N SQS!. IQ!., QGIS (^:9121q!qgis. 9119.910ndslag) d^to UU Nomor
2,12001 tercantum pada konsiderans bagian Menimbang hunt (h) yang

betounyisebagaiberikut:

Bahwa dalam rangka mengu, an91kese, !langan anta, a Provfr, sipapua dan

Provir, SIIair, , dan mendr, gkatkan tarafhidup masyarakat of Provinsi Papua,
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dipeiiufca, I ad^ Ilebjakan khusus daiam kerangka Negara Kesatziar,

Reptibliklndonesia;

Dengan demiki. an, ditinjau dad Landas, an Sp. !^. iqlogi^ pe:rob!^. ntL!!can UU

Nomor 2.1 2001 tersebut, pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

meruP^. kan. tindaka!,_animali.f (amim, .alive action). s. ebaga^Ia!a_.n_ ke!!Jar deri.

permasalahan masyarakat adat Papua atas ketertinggalannya di betoagai

bideng. Halini sesuai. dengan semangat d^n jina dil>entuknya U!J Nomor

2,1200, yang tergambar dengan jelas dalam Penjelasan bagian Urnum

paragraph. 9, yang. ^etb. 11_nyi;.

Perljaba, an dan pelaksanaan Undang-Undang ini of Provirisi dan

Kabupateiii, <of a dilakukan seca, a proporsional cosuai dengan 11wa dan

semangat belbangsa dan bemegara, yang hidup daiam nilai-nilailuhur

masyarakat Papua, yang diatur datam. Peraturan Dae, ah 101usus dan

Pelatu!all Qae!;ah Provin$i, Perlatu!all Peel^!!! 1<11us^!$ dentata!! Perlaturan

Dae, ah Provinsi adalah Peratu, an Dae, ah Provinsi Papua yang tidak

menge_sampj!, gkao_PI^._ratur^.!IRQru. ..ride."9.41nda"gall lain yang ad^. term. a:$!!I:

Undang-Undang Nomor22 Tahun 7999 tentang Feinerintahan Dae, ah dan

Undang-Undang Nomor 25 Tah!, n 1999 tentang Peltmbangan Kegangan

antara Peme, intah Pusatdan Daerah, sepal!lang toakdiaturdalam undang-

undangini.

Sesuai Perilelasan Urnum tersebut drabs, sudah sewajamyalah Mahkamah

Konstitusi sebagai pengawal konstitusi(", e guardian of the constitution)

sekaligus sebagaipenaf^irakhir secara nudistalter11adap UUD ,945 (the last

judicial interpreter of constitution) dan pembentuk UU secara negatif

megative legislator) bed<enan memberikan pertim!>angan hukum, bahwa

pengaturan anggota DPRPyang diangkat harus berasaldari para WakilAdat

Papua. d. a. r! d. Ia. tu. r datam Pera. tu. Earl, Da. e!all Khi!SIIs (PERDASUS),

LANDASA" POLITIS dan UU Nomor 2,1200, termuat pada konsiderans

bagian Menimbang hunt(d), yang hamunyisebagaiberikut:

,

,
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Balm^ in^a^'bangsa daiam wadah Negara Kesatuan Republikir, d^

hams terap d^:)ertahankan dengan mengha, gaikesetaraan dan kengaman

kenid!, pan SOSia! b!, claya masya, akatPap!!a, meld!!ipe, !et^!pan <1ae, an

Oto"Qini '<1/11s"s',

Bahwa menijuk pada Landasan Filosofis, Landasan SOSi0!o9is dan

Landasan Polins dan UU Nomor 2,1200t tersebut di atas, frasa

"dikec!, aliken bagi, EU, ^langgqt^ Dewa" Peruaki, ^" Re, y^t P^p!,^ d^"

Dewa, , Peruakila, , Ra, cyat Papua Baratya"g chang, I'at" dalam Pasa140

aya.t (5) UU NQm_or 10 Tab. !!. n ^016 tersebL^. ad. 31a. b ber!enter19ar! donga. an

Landasan Filosofis, Landasan SOSi0!o9is dan Landasan Poitis sehingga

sudah seharusnyalah Mahkamah Konstitusi!>erperan untuk mengusahakan

UUD 1945 fungsional di antaranya fungsi riasionalistis atau pengintegrasi

(memeorha. ra. ra. sa. riasiona!isme, rasa persatua. n dan men!pakan Identita. s

riasional), ten, bina disebabkan karena kernajemukan Indonesia yang begilu

kompleks Ivide Ahaul Mukhthie Fadjar, "Sang Penggembala', Pe^alarian

Hidup dan Pemikiran Hukum Ahaul Mukhthie Fadjar (Hakim Konstitusi

Pertod. e 2,003-2008), Penerbit Sekretaria. t Janderal. d, an Kepar!iteraan

Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, ha1. 327).

Gadung ITC Campaka Mas Lt. 7 No. 12C
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24, Banwa da!am Pasa! Pasa16 ayat(2) UU Nomor2, !2001 manyatakan ^>PRP

teldii, i atas an990ta yang d^, illh dan diangkat beadasarkan peraturan

perundarig--under19^I', (fra^a 'herdasal, !:an peta^!ran peru, !deny

unda"gain" dart Pasa1 6 ayat(2) UU Nomor 2,1200, tersebut hardasarkar,

Putusan Mahkamah Konstiutsi Nomor 1161PUU-V11/2009 diartikan

"bedasarkan Pont^., ran Daenh Kh"sus"). Beadasarkan ketentuan

tersebut, didalani DRRPB terdapat2 (dua)jenis kearigg. otaan, yam ancoots

DPRPB yang dipilih meIalui Pemilihan Urnum dan Partai Pol^k dan anggota

DPRPB beadasarkan pengangkatan. Pengisian keanggotaan DPRPB meIalui

pemilihan urnum menipakan pengisian keanggotaan hardasarkan sistem

indlvidual, sedangkan keanggotaan DPRP meIaiuipengangkatan merupakan

pengisian beadasarkan sistem komunallkolegial,
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25. B^iiw^ tindaklanjut Pasa1 6 ayat(2) Uncleng~undang Nomor 21 T^mm 2001

tersebut diatas inaka Gubemur Papua Barat menerbitkan Peraturan Daerah

Khusu$ Propinsi Papua Baret Nomor 16 Tabun 2013 Tentang Keanggotaan

Dewan Perwakilan Rakyat Papua BaratYang Ditetapkan MeIalui Mekanisme

Rengangka.I;a. .n, Pasa! 3 dan Pasa! 4 PERDASUS Papua Bara. t NQmor 16

Tahun 20.3 mengatur:

Pasa13;

(1) An990ta DPRPB yang diangkat adalah warn masyarakat adat yang

teldi!i dad ka!!in Iaki-!alei dan perempuari yang pengisian

keanggotaannyaberdasai, ,ansistemkomuna, ,, o1egial.

(2) Jumlah An990ta DPRPB yang diangkatsebagaimana dimaksud pada

ayat(I) adalah % iseperempatlkandaiijumlah an990ta DPRPB sesuai

dengar, ketentt, an peruidarig-under, gar, ,

(3) Masa jabatan an990ta DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yaitt, 5 (fina) fahun dan bela!of 11rpada saat an990ta DPRPB yang bam

mengucapkansumpahja, !Ii.

Pasa14:

Persyaratan Calon inggota DPRPB adalah Warga Negara Republik

Indonesia danhan, sinemeni, hipeisya, ^tan:

a. OrangAsffPapua.

b, Beltaqwakepada Tuban YangMa!!a'^sa,

c. Setia kepada Paneasila sebagai dasar nega, a, Undang-undang Dasar

Nega!a Rep!!bilk Indonesia Tahun 1945 dan oita-oita prok!amasi 17

Agustus 1945;

d. Telah hemmur2t (d, lapuluhsatt41tatiun ataulebih,

e, Beltempattinggaldiwilayah Nega, aKesatuan Republiklndonesia.

I: Beringrididikan paling rendah tamat $9kolah Menengah Atas, Madrasah

Allyah (MA), Sekolah Menengah Keiun, an (SMK), Madrasah Allyah

K^inn, an ("!!4/9 atau bentukladriyarig serara.

g. Cakapbe, bioa, a, meinbaca, menulis dalam Bahasa Indonesia. -

h. Joyur; antdan baraksana.

TopADAT!, Do caw o7,708
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i. Meiniliki komitmen untuk menndungi, meinpejuarig, :an hak-flak dan

kepentingan masyarakatasffpapua dinropinsiPapua Baret.

I. Meinilikiketeladanan moral yangbaik$ebagaipan!, tan masyar^k^t.

k. Sehatjasmanidan robani.

I, Tidak pema!! djate!hipe!!jara beadasa_dean kep!!telsa!! pengadi!an 'yang

bentekuatan hukum terap daiam meIakukan findakpidana yang diancam

hukuman pidana 5 (!jina) tab4, n atawlebih,

in. ridakmenjadianggotapa, taipolitik.

n. eelsedia beketyapen, Ih wattu,

o. Tidak sedang mendudukijabatan nege, ithak-hak kepegawaian) sebagai

pegawai nege, i $10i4 an990ta -Tentara riasionallndonesia, An990ta

Kepolisian Republik Indonesia, Penguins Badan Usaha Mink Negara

dan/atau Badar, Usalla Millic Daera!I, serta badar, lain yang an99ararinya

be, sumber dart an99aran Pendapatan dan Belar!ja Nega, atinggaran

PendapatandanBelanjaDaerah.

p. ridak hamraktik sebagai akuntan publik, advokat^liengaca, a, Nota, is,

P^jabat Pembuat Akta Tanah (PPAD, dan tidak meIakukan peke!Iaan

penyedia bareng dan Iasa yang toriiubungan dengan kenangan

nega, a/"deerah $erta peke!j'a^rifeinyangmeninib!,!kan koni7ikkepentingan

dengan tugas, wewenang, hak dan- kewajiban sebagai an990ta DPRPB

$esuaipe!at!!!an peru!!dang-!!!!danger!,

q. ridak merengkap jabatan sebagai pelabat negara lainnya, direksj

komisaiis, dewan pengawa$ dan kan/awan pada ^adan IISaha Mi!"!'

daerah seita badan lain yang an99arannya be, sumber dart keuangan

negara.

26. Bahwa Keanggotaan DPRPB yang dipilih MasyarakatAdatOrangAsliPapua

$ebagaimana dimak$ud Pasa1 3 dan Pasa1 4 PERDASUS Papua Baret

Nomor16 Tahun 2013, mewakili3 kelompok MasyarakatAdat yaitu dengan

mekanisme Peniaringar!!perekrutan dengan model o1aster, dikelompokkan

menjaditiga claster yang didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat adat

J
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setempat yang meminki suku yang sama, kebia^^'I, kq!t'^Ir dan t^juan

masyarakat, adalah sebagaiberikut:

(1) Cluster I untuk suku besar Artak (Manokwari Raya) ditanda; dengan

kebiasaan daiam meIakukan perkawinan dengan mas kawin berupa

"Seiata Apr, Claster ini mencakup: Ka. bupaten Manokwa. it, Kab,

Manokwari Seiatan dan Kabupaten Pegunungan Ariak (Manokwari

Raya), mendapat alokasi 3 (figa) kursi,

(2) Cluster 2 untuk wilayah Sorong Raya, ditandai dengan kebiasaan dalam

meIakukan perkawinan dengart mas kawin berupa "Kain Timor", Claster

ini mencakup: Kabupaten Sorong, Kab. SOTOng Seiatan, Kota Sorong,

Kab. Maybrat, Kab. "Tambrauw dan Kab. Raja Ampat (Sorong Raya)

mendapatkan alokasi 5 kursi,

(3) Clu^tor 3 untok suku besar Kuri Wanesa ditandai dengan kebiasaan

dalam malakukan perkawinan dengan mas kawin beitIPa "Pinng Besar',

Claster ini mencakup: Kab. Teluk Wondawa, Kab. Ternk Bintuni, Kab,

Fakfak dan Kab. 1<aimana (Kuril"amesa) mendapatlcan alokasi3 kursi.

27. Bahwa penger!ian MasyarakatAdat yang dimaksudkan daiam PERDASUS

Papua Barat Nomor, 6 Tahun 2013 tersebutadalah ^,!alga masyarakatasr

Papua yang hid4!p dalam wilayah dan tenkat serta fund4!k kepada adat

tertentu dengan Iasa cordaritas yang tinggi of antara para an990tanya',

sebagaimana chinaksud pada pasal, hutuf(P) Undang. under19 Nomor 21

Tahun 2001;

28, Bahwa Pasa!- I ayat (6) Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Baret

Nomo. r16 Tahun 2013 menyatakan ^?ewan Perwki!an RakyatPapua Bara^

yang se!ant4!mya diseb4!t DPRPB ada!all Dewa!, PIerwakffa!! Ra!oret Papua

BaratsebagaiBadanLegislatffdaerah Papua Barat':

Bahwa berdasari<an kedudukan hukum sebagaimana dimaksud angka 12

sampai dengan angka 23 diatas, inaka frosa "dikee, ,enka, , bagi A'", SI

3,119g@ta Dewa, , Perua, !i!a, , Relty, !t Pay!, a dan Dew, !,, Perue!,, lien
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Rakyat Papua Bamtyang dramgkat"padapa^140 ayat(7) dan ayat (5)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20.6 adalah herbntangan dengan

kedudukan hukum Pemohon^e!aku anggota DPRPB<!engansega!a hak
konstitusionalnya.

29. Bahwa an990ta DPRPB yang dianggkat terdirl dan 1'1 an990ta dan

meinbentok I (satu) Fraksi 010nomi Khusus yang diketuai o1eh Pemohon

sendirl. Apabila komposisi prosent^$e jumlah kur$i DPRPB yang diangkat

diselaraskan dengan Pasa1 40 ayat(I) dan ayat(2) Undang-undang Nomor
10 Tab!!n 2.0t6 yaitu. ;

Ayat (1): 'Partai Portik ata" gabungan Partai Pornk dapat mendafta, kan

pasangan calonjika teleh memen!!hipe!$yaiata!! pelo!eha!! paling

sadikit20% (duapuluhpersen) darnumlahku, siDewan Penvakffan

Ra!erat Dae!ah atat! 25% (dua pu!41h rina persen) dart akt!inGIIasi

perolehan sua, a sah daiam pemilffian urnum an990ta Dewan

Peru, ak"an RakyatDaerah didaer^hyangbersangkt!tan, "

Ayat (2): "Dafam hat Partai Pornk atau-gabungan Partai Pornk dalam

meng!!sulkari pasarigan calon menggunakar, ketent, !an

meinperoleh paling sad"lit 2096 (dua puluh persen) dartjumlah

kuisi Dewan Penva!of^n Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat(I), 11ka hasffbagijumlah kuisiDewan Perwakilan Rakyat

Daeral, menghas"kan an916a pecanar, mata pero!ehari dartjumla!I
kursidihitung clanganpembulatanke atas. "

Maka DPRPB yang diangkat telah memenuhi syarat 20 % dengan

perhitungan sebagai hankut: Jumlah kursil, kursisama dengan 20 %.

Berdasarkan perhitungan dimaksud diatas Pemohon atau DPRPB yang

diangkat, telah memenuhi syarat untuk mengajukan Pasangan Calon
Gubemur dan Wakin Gubemur dalam reinilihan Gutsmur dan Wakil

Gubemurtahun 20.7 dan meiniliki hak untuk menjadipimpinan DPRPB.

30. Bahwa pada pemilihan Wakil Gubemur Papua Barat Periode 2012 - 2017

(pengganti Wakil Gubemur Papua Barat yang meninggal dunia), Pemohon
27
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atan atan an990ta DPRPB yang of Ian^ nunilmd I^k yang ^rr^ derigan

anggota DPRPB yang dipilih, meinilih dengan cara satu an990ta satu suara

(one inari one vote), dan masing-masing menandatangani benta aeara

pemilihan. Sehingga terpilihlah Wakil GUI>emur yang saat ini sedang

menjabat,

Bahwa pemilihan Wakin GubemurPapua Baratatas nama IRENE MANIBUY

dilakukan pada tangga1 28 April 2015 dengan cam pemilihan langsung oreh

seluruh anggota DPRPB, dengan hak yang sama baik dalam pengusu!an

colon inaupun daiam meinilih colon sehingga ternilih!ah Wakin Gubemur

, PapuaBaratPeriode2012-2017.

Bahwa Pemohon bersama anggota Fraksi 010nomi Khusus DPRPB daiam

menialankan tugasnya allingkup DPRPB, tidak ada pembedaan dengan

anggota DPR PB dan Froksilain of DPRPB yang dipilih meIaiui Pemilihan

Urnum Legislatif, yang inaria juga ternadap hak-hak dan kewajiban-

keyvajiban yang timbu! sama denga. n fraksilain dart an990ta. DPRPB yang

dipilih. Namun daiam hal hak pengusulan Pasangan Calon Gubemur dan

Wakil Gubemur Papua Barat, 11 kursi Fraksi Otonomi Khusus DPRPB o1eh

para pembuat undang-undang dihilangkan haknya dan hanya memberikan

hak hanya kepada an990ta DPRPB yang dipilih dan Part^, i Politik dan

Gabungan Partai Politik. Haltersebutjelas menunjukan adanya tindakan

diskrlminasi dan atau tidak diperlakukan sama dan Pan Pembuat Undang-

undang, yangjelas beltentangan dengan undang-undang Dasar1945 ;

31, Bahwa o1eh karena Fraksi oronomi Ktiusus selaku peruakilan Masyarakat

Adat Oreng Asli Papua yang diangkattelah memenuhi syarat 20 % dengan

perliitungan sebagai berikut: Jumlah kursi, , kursisama dengan 20 % sena

adanya kekhususan dalam Masyarakat Adat Oreng Asli Papua yang

mendorong otQnomi khusus di Papua Barat, sehingga guna menghapus

tindakan diskriminasi dan demi tegaknya keadilan, hak dicalonkan dan

mencalonkan men, pakan hak konstitusional mendasar serta adanya

keadaan yang mendesak yang saat ini te^adj on Propinsi Papua Barat,
28
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dikee!, enkan bagi, :"r^fanggo$a Dewa, , P^realm7^,, Ra, yat Papua

dan Dewan Perua, ,nan Ralsyat Papua Barat yang changkat!' saGara

nyata telah menegasikan hak 11ak poli^k Pemoho, , se!aku anggota

Froksi 0:0nomi Khusus DPRPB yang mewakili masyarakat adat dan

Oral, g Asli Papua sehingga. sehingga. ketentuan pasa1 40 ayat (5)

tersebutharuslah dinyatakan barrentangan dengan UUD ,945.

c. Menyatakan 11 Kursi Fraksi Otonomi Khusus DPRPB Masyarakat Adat

Orang Asli Papua Barat Yang Meiniliki Keterwakilan Kursi Anggota

DPRPB Yang Dipilih 01eh MasyarakatAdat Orang Asli Papua Barat dan

ditetapkan meIaiui mekanisme pengangkatan DPRPB hamak dan

nervenang mengajukan Pasangan Cabn Gubemur dan Wakil Gubemur

Papua Barat da!am rangi(a pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur

Papua Barat.

d. Bahwa Pemohon meiniliki hak yang sama dengan an990ta DPRPB

yang dipilih daiam pengusulan calon- Gubernur dan Wakil Gubernur

Papua Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

BaratTahun 20.7.

Bahwa Pemohon dan Fretsi Otonomi Khusus DPR Papua Barattelah

memenuhi prosentase 20% sebagaimana dipersyaratkan da!am Pasa!

40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016,

dengan perhitungan sebagai bedkut; Jumlah kursi 1'1 kursi sama

dengan 20 %.

1/1. PER, ,OHO, ,AN PRIORITASPE"ANGA"AN PERKARA.

Ketua Mahkamah Konstitusi dan Maielis Panel yang kami inuliakan,

mengingat penyelenggaran Pemilihan GubemurdanWakilGubemurPapua

Baratsaatinisudah akan memasukiTahapan Pencalonan pada September

20.6 inaka dengan kerendahan hati pada kesempatan ini kami inohon

kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Maielis Panel agar

berkenan memberi"PRIORITAS' penanganan perkara atas permohonan
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pengujian yang kami mono, .Ikan tersebut agar Pun. !sari daiam perkara ini

tidak kehilangan momentum.

N. ,, OHO" PUTUSA, I

'-.}:.:;I^;:::.,;I^A^^A1;I^A1^!^;,!^!"<!ill^!!!;;^^;pin!!^;!^ingt!!^;;t;Aji;Anim;-1.11
41.1, -,:i, l. '*^^!^.^!;;^^!:^Aim^^^^:9^!ing;^At^^11^:InAji^;^:!41^;it^^t;^.jin^1:1';

Betdasarkar! se!uruh uraian chatas dan bu!;ti-bute^ter!amp;r, je!^. s bahwa,

didalam permohonon uji materiliniterbuklibahwa Pasa139 huruf(a) UU No. 8

Tahun 2015 dan Pasa1 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Undang-Undang Nomor to Tahun 20.16 men, gikan Hak Konstitusional

Pemohon yang dimdungi (protected), dinormati (respecte<!), dim^jukan

(promoted), dan d^amin (qua, anted) UUD 1945. 01eh karena iru, diharapkan

dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak

KonstitusionalPemohon sesuaidengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Reinohon memohon kepaela Maielis Hakim Konstitusiyang

inulia agarberkenan memberikan putusan sebagaiberikut:

DALA" PUTUSA, IPE, IDAHULUAN(SELAj:

I. Memerintahkan Komisi Pemilihan Urnum Propinsi Papua Barat untuk

memberikan kesempatan kepada Fraksi 010nomi Khusus untuk

mengajukan dan mendaftarkati Pasangan Calon Gubemur dan Wakil

Gubemur dalam pemilihan gubemur dan wakil gubemur periode tahun

2017 sampaidengan 2022.

t

h

.

DALA"PUTUSA, ,AKHIR:

I. Menerimadan mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya.

2. Menyatakan Pasa1 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20.6

Tentsng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 20.5

Tentsng Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-undang

Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota
31
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maniadi Urician^ridang {Lambaran Negara Rel>ublik Indonesia T^hun 2016

Nomor, 30) beitentangan dengan Undang-Undang Dasar, 945.

3, Menyatakan tidak meinpunyai kekuatan hukum mengike!t Pasa! 39 hL!Iuf (a)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor I Tahun 2015 dan Pasa1 40 ayat(I), ayat(2), ayat(3) dan

ayat(4) Undang-Undang Nomor, O Tahun 20.6 Tentang Perubahan Keriua

Atas Undang-undang Nomor I Tahn 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Fengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walkota maniadi Undang~undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sepanjang

frasa "Paini Politik atau Gabungan Partsi Pontik "tidak dimaknai

sobagai"Paini Pontik ata" Gabungan Paini dan Fretsi orcnomi

Khusus atau sebutan lain diDPR PapualPapua Baret. "

4. Menyatakan Pemohon dan anggota DPR Papua/Papua Barat yang

torgabung dabm Fraksi 010nomi Khusus atau sebutan lain sebagai

keten, ,akilan Masyarakat Adat Oreng Asli PapualPapua Barat Yang Dipilih

01eh Masyarakat Adat Orang Asli Papua/Papua Barat dan ditetapkan

meIalui mekanisme rengangkatan DPRPB hamak dan beMenang

mengajukan Pasangan Cabn Gubemur dan Wakil Gubemur Papua Barat

dalam rangka pemilihan GubemurdanWakilGubemurPapua Barat.

5. Memerintahkan KPU Papua Bamt untok mengakomodir Pasangan Calon

Gubemur dan Wakil Gubemur Papua Barat Tahun 20t7 yang diajukan o1eh

Pemohon bersama an990ta DPR Papual'Papua BantyangYang Dipilih 01eh

Masyarakat Adat Orang Asli Papua/Papua Barat dan ditetapkan meIaiui

mekanisme pengangkatan.

6. Memetintahkan untok meinuat putusan inI dalam Ben^ Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah bemendapatlain inohqn Putusan seadil-adjlnya (ex @00uo
at bono).

.

-

.
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Demikian Permohonan Uji Materil(Judicial Review)inikamisampaikan, atas

perhatian dan kearifan Maielis Hakim yang inulia kamisampaikan tenma kasih. Dan

sebagai kelengkapan peruiohonan inI, Kamilampirkan bukti-buktl dan daftar
sementara saksi dan ahli.
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